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ABSTRAK 

 

 Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi 
semakin marak terjadi di Indonesia. Alasan untuk mewujudkan 
pembangunan yang merata di segala sektor, justru menimbulkan 
kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini 
terutama diakibatkan dari  kerusakan hutan seakan menjadi hal 
yang masih terus dikesampingkan. Sumber daya alam yang 
melimpah di Indonesia seakan menjadi bom waktu yang sewaktu-
waktu dapat meledak apabila tidak dipelihara dengan baik. 
Seperti yang terjadi di Banyuwangi, adanya kandungan emas di 
Gunung Tumpang Pitu menjadikan hutan lindung yang 
seharusnya dipelihara kelestariannya justru dialihfungsikan 
menjadi hutan produksi tetap oleh pemerintah. Pemerataan 
pembangunan menjadi alasan dialihfungsikannya hutan lindung 
ini karena dengan adanya tambang emas maka modal pemerintah 
untuk melakukan pembangunan akan semakin bertambah. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dalam hal alih fungsi hutan 
lindung Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung Kecamatan 
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan yang difokuskan pada wilayah yang terkena dampak 
langsung akibat adanya pertambangan emas setelah dilakukannya 
alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan 
produksi tetap dengan menggunakan pendekatan yuridis-
sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis 
permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
Sosiologis melihat secara langsung penerapan hukum yang 
berada di tengah-tengah masyarakat.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang 
Pitu secara teknis telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 
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seperti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. 
Namun secara substansi, alih fungsi hutan lindung ini tidak 
mencerminkan perwujudan amanat undang-undang dalam 
melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kawasan hutan 
lindung serta mencegah perusakan hutan seperti yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Padahal 
diketahui bahwa hutan lindung tersebut berada sangat dekat 
dengan pemukiman penduduk dan merupakan kawasan rawan 
bencana. Pemerintah cenderung menjalankan undang-undang 
hanya secara teknis tanpa lebih dalam memerhatikan substansi 
dari perlindungan lingkungan hidup yang ada di dalamnya. 

 Kata kunci: hutan lindung, alih fungsi hutan, lingkungan 
hidup 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan dan keadaan isi di dalamnya merupakan tolok ukur

terpenting untuk menentukan kelestarian suatu lingkungan.

Seperti yang dimuat dalam undang-undang, “Hutan adalah suatu

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.”1 Sebagai bagian dari lingkungan, rusaknya hutan

juga akan merusak kualitas lingkungan hidup yaitu “Kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lain.”2

Acuan ini memberikan pemahaman bahwa melestarikan

kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama,

yaitu:

1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Sarana institusi, dana, dan sarana hukum. Hukum
mempunyai kedudukan dan arti penting dalam
menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam
lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi
pelaksana kebijaksanaan negara yang harus dilaksanakan
oleh pemerintah.3

Namun, hal ini ternyata masih kurang diperhatikan

mengingat masih banyaknya kawasan hutan yang rusak setiap

tahunnya, termasuk kawasan hutan lindung. Salah satunya adalah

kerusakan hutan yang terjadi di wilayah perbukitan Desa

Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

atau lebih dikenal dengan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu merupakan salah satu dari

kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Indonesia. Hutan

lindung sendiri merupakan kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.4

Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk

dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap.5

3 Joni H., Tindak Pidana Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2016), hlm. 2.

4 Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

5 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
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Seperti fungsi pokok hutan lindung yang lainnya, Hutan

Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) juga memiliki fungsi

pokok seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

Namun seiring berjalannya waktu, fungsi pokok dari hutan

lindung tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya

penemuan bahwa tanah dalam hutan tersebut ternyata memiliki

kandungan emas yang cukup banyak sehingga banyak orang

melakukan penambangan di wilayah hutan tersebut yang

akhirnya menimbulkan kerusakan di wilayah HLGTP. Kegiatan

pertambangan emas di wilayah Tumpang Pitu sebenarnya telah

dilakukan sejak lama oleh beberapa perusahaan yang berganti-

ganti. Selain itu terdapat sebagian masyarakat yang melakukan

penambangan ilegal dengan menggunkaan metode yang

sederhana.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas,
kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi tersebut sudah
dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT
Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan
oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997.
Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997),
Placer Dome (1999-2000) dan Hakman Group JV. Pada
2006, PT Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya
berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN)
melanjutkan kegiatan eksplorasi. Hingga pada 2012, IMN
mengajukan pemindahan Izin Usaha Tambang (IUP) ke
PT Bumi Suksesindo (BSI) hingga saat ini.6

6Putri Akmal, Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas
Tumpang Pitu Banyuwangi, http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-
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Awalnya pertambangan di wilayah HLGTP akan

dilakukan secara underground karena status hutan yang saat itu

merupakan kawasan hutan lindung yang dilarang untuk

melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.7

Hingga akhirnya hasil eksplorasi PT Bumi Suksesindo

(perusahaan yang kini mengelola tambang emas Tumpang Pitu)

menunjukan bahwa pertambangan akan dilakukan secara terbuka

(open pit). Pertambangan dengan metode ini tentunya akan

merusak keberadaan hutan di Tumpang Pitu karena akan

menebang habis pohon-pohon di hutan. Namun kenyataan saat itu,

perusahaan tidak bisa melakukan pertambangan secara terbuka

karena sebagaian wilayah konsesinya merupakan kawasan hutan

lindung.

Tidak habis akal, melalui pemerintah Banyuwangi

kawasan hutan lindung tersebut direkomendasikan kepada

Menteri Kehutanan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan hutan

produksi tetap. Hingga akhirnya perusahaan mendapatkan izin

usaha pertambangan operasi produksi setelah sebagian wilayah

HLGTP dialihfungsikan menjadi hutan produksi tetap melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 826 Tahun 2013 tentang

Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Lindung

Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Bagian

anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi, diakses
tanggal 1 Maret 2017.

7 Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
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Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan

Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Seluas ± 1,942 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) Hektar.

Keputusan Menteri ini didasari atas usulan Bupati Banyuwangi

yang menginginkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung

Tumpang Pitu menjadi hutan kawasan hutan produksi tetap.

Usulan Bupati Banyuwangi ini juga bukan tanpa alasan,

desakan yang semakin membesar akan perlunya pertumbuhan

ekonomi yang tinggi untuk memenuhi permintaan penduduk yang

terus bertambah akan kebutuhan-kebutuhan lainnya8 membuat

pemerintah daerah merasa perlu adanya pengelolaan yang legal

dan terstruktur terkait tambang. Melalui PT Bumi Suksesindo,

Pemerintah Daerah Banyuwangi telah memiliki saham dalam

bentuk goden share di tambang emas itu sebanyak 400 miliar

rupiah yang berarti hasil dari produksi emas nantinya juga akan

dirasakan oleh warga Banyuwangi.9

Namun niat dari pemerintah Banyuwangi untuk

menaikkan perekonomian daerah melalui tambang emas

mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat

8 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta:
LP3ES, 1986), hlm. 125.

9 Syamsul Arifin, Soal Tambang Emas, Banyuwangi Tak Cuma Tuan
Rumah Tapi Juga Miliki Saham,
http://m.timesindonesia.co.id/baca/125708/20160520/190507/soal-tambang-
emas-banyuwangi-tak-hanya-tuan-rumah-tapi-juga-pemilik-saham/, diakses
pada tangggal 3 Maret 2017.
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yang kontra, terutama masyarakat Desa Sumberagung yang

berada di sekitar kawasan Gunung Tumpang Pitu

mengkhawatirkan jika suatu saat datang tsunami maka tidak ada

lagi pelindung yang membentengi wilayah mereka. Bagi

masyarakat, Gunung Tumpang Pitu yang letaknya berada di

pinggir laut selatan merupakan benteng alami pelindung warga

dari tsunami dan angin barat daya yang berpotensi merusak

pemukiman warga dan juga sebagai penunjuk arah nelayan lokal

ketika melaut.10 HLGTP juga berfungsi penting bagi masyarakat

Pesanggaran. Hutan tersebut merupakan kawasan resapan air

dengan debit air 30 liter per detik, sehingga dianggap sangat

layak untuk menjamin ketersediaan air bawah tanah dan sungai-

sungai di sekitarnya.11

Selain itu pada Bulan Agustus dan September 2016

tercatat sudah terjadi dua kali banjir lumpur di wilayah Pantai

Pulau Merah. Material lumpur ini mengalir melalui Sungai Katak

yang bermuara di Pantai Pulau Merah. Banjir lumpur ini terjadi

akibat pembangunan infrastruktur tambang yang mengharuskan

pembukaan lahan di HLGTP. Setelah diselidiki, ternyata

10 RZ Hakim dan Zuhana A Zuhro, Fokus Liputan: Tambang Emas
Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1),
http://www.mongabay.co.id/2016/09/05/fokus-liputan-tambang-emas-
tumpang-pitu-ancaman-kerusakan-pesisir-dan-perairan-bagian-1/, diakses pada
tanggal 5 Maret 2017.

11 Ika Ningtyas, Hutan Lindung di Banyuwangi Dialihfungsikan,
https://m.tempo.co/read/news/2013/10/31/206526298/hutan-lindung-di-
banyuwangi-dialihfungsikan, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.
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diketahui bahwa pihak perusahaan belum menyelesaikan

pembangunan enam dam untuk menampung material yang

terkena erosi apabila hujan turun. Hal ini jugalah yang membuat

warga merasa tidak ada keseriusan dari pihak perusahaan dan

pemerintah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.

Terjadinya peristiwa ini membuat Pemerintah Daerah

Banyuwangi melalui Bupati memberikan teguran langsung

kepada PT Bumi Suksesindo selaku operator tambang emas di

Gunung Tumpang Pitu pada tanggal 20 Agustus 2016. Surat

teguran itu berisi agar PT. BSI segera menyelesaikan

pembangunan sebanyak 3 dam tersisa dari 6 dam dalam tiga

bulan ke depan. PT. BSI juga harus melakukan normalisasi air di

hulu sungai akibat banjir lumpur.12

Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan oleh

undang-undang yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan

dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan

didasarkan pada hasil penelitian terpadu.13 Namun, alih fungsi

hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika alih

fungsi hutan ini berdampak penting dan memiliki cakupan yang

12 Ardian Fanani, Lagi Pantai Pulau Merah di Banyuwangi Tercemar
Lumpur, http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3307806/lagi-pantai-pulau-
merah-di-banyuwangi-tercemar-lumpur, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

13 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
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luas bukan tidak mungkin justru nantinya akan menimbulkan

kerusakan bagi wilayah hutan itu sendiri maupun wilayah

sekitarnya. Selain itu pemerintah juga harus menjamin

keselamatan warga sebagai wujud dari pemenuhan kesejahteraan

rakyat. Hal ini sesuai dengan ungkapan salus populi suprema lex

esto yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi

suatu negara.

Meskipun telah melalui semua prosedur yang legal dalam

mengalihfungsikan kawasan hutan, tetap saja perlu diperhatikan

apakah berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta

bernilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Yang

dimaksud dengan berdampak penting dan memiliki cakupan yang

luas serta bernilai strategis ini adalah adanya perubahan yang

sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan

iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak

sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang

akan datang.14

Ketentuan mengenai perlindungan hidup masyarakat ini

juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia

seperti yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

14 Fathur Rahman, Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan di Indonesia,
http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2016/04/27/dampak-alih-fungsi-lahan-hutan-di-
indonesia/, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.15

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Negara bertanggungjawab untuk menyediakan, menjaga,
dan melindungi lingkungan, serta mewujudkan
kesejahteraan bagi rakyatnya, sebagai wujud pemenuhan
terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya. Dengan memasukkan konsep hak atas lingkungan
hidup yang sehat dan baik dalam konsep HAM, akan
menjadikan perlindungan lingkungan di tingkat nasional
dapat menjadi hak yang dilindungi konstitusi
(constitutional rights).16

Oleh karena itu untuk melindungi keberadaan dan fungsi

hutan, dibuatlah beberapa peraturan terkait kehutanan seperti

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

mengatur secara khusus tentang kehutanan dan juga Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu aturan-aturan terkait

pengelolaan kehutanan lainnya juga diatur dalam peraturan

pemerintah maupun peraturan menteri dan peraturan daerah.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun

tertarik melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul Alih

Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten

Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap.

15 Pasal 28H ayat (1) Bab XA UUD 1945.

16 Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Indonesia (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 119.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut:

“Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mengenai

alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan

produksi tetap telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang diambil

pemerintah dalam mengalihfungsikan status hutan lindung

menjadi hutan produksi tetap dengan peraturan perundang-

undangan terkait masalah kehutanan. Kesesuaian ini diukur dari

segi formil maupun materiil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat dalam rangka:

a. Manfaat Teoritis
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pengembangan keilmuan terkait Hukum Lingkungan serta dapat

dijadikan acuan untuk kepentingan penelitian sejenis lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

yang jelas terkait pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam

menentukan kebijakan serta penegakan hukum lingkungan yang

diterapkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

manfaat kepada masyarakat sebagai acuan untuk menentukan

sikap dalam mengatasi kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka melakukan penelitian ini, penyusun telah

melakukan penelusuran beberapa literatur yang menulis

mengenai masalah kehutanan dan lingkungan hidup, di antaranya:

Skripsi karya Opik Taufik Mulyana yang berjudul

Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam

Perpektif Hukum Islam membahas mengenai status kepemilikan

hingga pengelolaan dari negara ke swasta akibat dari hutan

lindung yang dialih fungsikan menjadi hutan industri. Dalam

skripsi ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian hutan lindung
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menjadi hutan produksi karena faktor akan diadakannya usaha

pengambilan manfaat dari hutan yang dialihfungsikan tersebut.17

Dalam tulisan Bambang Setyo Antoko, Sanudin, dan

Asep Sukmana dengan judul Perubahan Fungsi Hutan di

Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dapat diketahui bahwa

kondisi hutan di Kabupaten Asahan, baik hutan lindung, hutan

produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan konversi sebagian

telah berubah fungsi menjadi pemukiman, perkebunan, sawah,

tambak, dan sebagainya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh

belum adanya tata batas pada kawasan hutan tersebut sehingga

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti

masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah

fungsinya.18

Selanjutnya skripsi berjudul Tinjauan Yuridis

Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam

Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi oleh

Muhammad Irfan F. Pengalihfungsian hutan lindung menjadi

hutan produksi yang hampir mencapai 100% dan akhirnya

menjadi lahan hutan pinus oleh pihak pemerintah serta Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dinilai melanggar

17 Opik Taufik Mulyana, “Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi
Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi,Jurusan Muamalat
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009.

18 Bambang Setyo Antoko, Sanudin, dan Asep Sukmana, “Perubahan
Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara”, Jurnal Info Hutan,
Vol.5 Nomor 4, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2008.
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ketentuan-ketentuan dalam mengalihfungsikan hutan lindung. Hal

tersebut ditunjukkan pada kriteria kelerengan hutan lindung di

Kabupaten Sinjai yang tidak memenuhi kriteria dalam

pengalihfungsian hutan sesuai dengan UUPPLH dan seharusnya

hutan tersebut ditanami dengan pohon endemik, seperti kemiri,

rotan, enau, damar, dan lain-lain. Selain itu pada tahun 2006

terjadi peristiwa bencana longsor di kawasan hutan lindung yang

dijadikan hutan produksi tersebut.19

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul Konflik

Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa

Sumberagung Kecamaran Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2007-2009 karya Dyah Fatma Yuli A. menjelaskan

mengenai konflik-konflik yang terjadi akibat adanya eksplorasi

tambang emas dan rencana kegiatan eksploitasi tambang emas

yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup di wilayah

Desa Sumberagung.20

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul Penerbitan

Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

19 Muhammad Irfan F., “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi
Hutan Produksi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,
2014.

20 Dyah Fatma Yuli A., Konflik Pertambangan Emas di Gunung
Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamaran Pesanggaran Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2007-2009, Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Negeri Jember, 2013.
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Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi karya Dita Anindita

Pratiwi dijelaskan bahwa penerbitan izin tersebut memiliki

banyak kesalahan karena menggunakan dasar hukum yang salah.

Selain itu dampak kerusakan yang terjadi di lingkungan sudah

mulai dirasakan warga meskipun belum signifikan karena

tambang tersebut masih dalam proses eksplorasi.21

Dalam skripsi Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi

Hutan Lindung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Moch. Aditia Gunawan

menyimpulkan bahwa UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan juncto UUPPLH belum dapat dilaksanakan

secara efektif karena beberapa faktor, yaitu pemerintah tidak

melaksanakan pengawasan kepada Perum Perhutani sebagai

perusahaan umum milik negara yang mengelola dan

memanfaatkan hasil hutan sebagai wilayah kerjanya, pada

akhirnya kondisi hutan semakin kritis dan tidak terkendali

kondisinya. Kedua, kurangnya kerjasama dan peran aktif antara

pemerintah dan masyarakat yang seharusnya bertindak menjaga

hutan dan lingkungan sekitar.22

21 Dita Anindita Pratiwi, “Penerbitan Keputusan Bupati Nomor
188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi”, Jurnal,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

22 Moch. Aditia Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi
Hutan Lindung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
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Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Rahajeng

Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan dengan judul Pengelolaan

Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah

Kabupaten Subang menjelaskan bahwa hutan di wilayah Subang

telah mengalami bnayak perubahan akibat dari pengalihfungsian

lahan. Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan pengelolaan

kehutanan di Wilayah Kabupaten Subang diperlukan pengelolaan

hutan yang dapat melindungi keberadaan hutan itu sendiri juga

memerhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dalam tulisan

ini penulis menggunakan pendekatan ekologis, sosial dan

kemasyarakatan sebagai acuan dalam melindungi keberadaan

hutan.23

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penyusun

menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai

pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi ataupun

mengenai pengelolaan yang harus dilakukan untuk melindungi

kelestarian hutan dengan objek yang berbeda-beda. Selain itu

juga ada beberapa literatur yang mengkaji objek Tumpang Pitu

namun belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai

kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengelola Hutan

tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2012.

23 Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “Pengelolaan Hutan
dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang”,
Jurnal Perencanaan Wilayah Kota, Vol. 2 No. 13, Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2013.
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Lindung Gunung Tumpang Pitu hingga kini status sebagian

wilayahnya berubah menjadi hutan produksi tetap.

F. Kerangka Teoritik
Dalam setiap penyusunan penelitian perlu disertai teori-

teori sebagai pisau analisis dalam masalah yang diangkat dalam

penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut

kerangka logis yang mendudukkan masalah penelitian dalam

kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan

masalah tersebut.24

Oleh karena itu penyusun menggunakan beberapa teori

sebagai landasan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini

sebagai berikut.

1. TeoriWelfare State (Negara Kesejahteraan)
Welfare State adalah suatu negara yang dalam melakukan
campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan
agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi
ekonomi yaitu demokrasi dalam arti senyata-nyatanya dan
dalam arti yang seluas-luasnya.25

Welfare state dalam Indonesia tercantum dalam sila

kelima Pancasila yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam

pasal 27, 33, 34. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta:
Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

25 Nanang Moh. Hidayatullah, Welfare State Indonesia, (Yogyakarta:
Cakrawala Media, 2010), hlm. 12.
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak ini juga termasuk

dalam hal lingkungan hidup yang sehat. Negara kesejahteraan

yang menjadi cita-cita negara ini diwujudkan dalam konsep

ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dan

negara dalam memanfaatkan trigatra sebagai modal dasar untuk

meningkatkan kondisi dinamik panca gatra. Asta gatra (delapan

aspek) yaitu aspek alamiah relatif statis dalam tri gatra berupa

geografi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Aspek

lain yang sifatnya lebih dinamis dalam panca gatra yaitu ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kelemahan salah satu gatra saja dapat menimbulkan kelemahan

pada gatra yang lalinnya sehingga akan mempengaruhi kondisi

keseluruhan.26

Jika dilihat dari konsepnya strategi pembangunan

ekonomi dalam welfare state seharusnya berpusat pada manusia

dan berorientasi pada kesejahteraan. Jadi manusia bukan hanya

sebagai objek yang yang harus dibantu, tapi manusia juga harus

menjadi subjek yang dilibatkan dalam proses pembangunan

ekonomi nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

26 Ibid., hlm. 16.
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evaluasi. Inilah yang seharusnya menjadi strategi dalam

membangun negara kesejahteraan.

Dalam konsep welfare state tentu juga berhubungan erat

dengan ketahanan nasional khususnya ketahanan ekonomi.

Dalam hukum lingkungan pun, konsep negara kesejahteraan juga

diterapkan melalui beberapa pendekatan yang digunakan dalam

mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:27

1) Pendekatan Ekonomi

Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada

kriteria pareto optimal, yaitu sebuah kebijakan

pemanfaatan sumber daya alam yang dapat

meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi

tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya.

2) Pendekatan Hak

Pendekatan hak ini tidak hanya membahas mengenai

hak manusia saja tapi juga hak-hak lingkungan

termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan.

3) Paternalisme

Negara sebagai bapak atau orang tua dalam

membimbing perilaku warga negaranya yang

diibaratkan sebagai anak-anak. Dalam pendekatan ini

dibutuhkan keterbukaan institusi-institusi pemerintah

27 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia,cet. ke-4
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 30.
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dan individu-invidu memiliki akses dalam proses

politik yang menghasilkan kebijakan negara.

4) Nilai Kebijakan Publik

Wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan

harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan

cara menempatkan kepentingan bersama di atas

kepentingan konstituen mereka.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan upaya dari suatu negara untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, namun seringkali

pembangunan yang dilakukan menyebabkan dampak kerusakan

lingkungan. Hal ini menurut teori antroposentrisme terjadi karena

manusia memandang dirinya sebagai pusat dari sistem alam

semesta dan merupakan bagian terpisah dari ekosistem.

Kepentingan manusia dianggap yang paling menentukan dalam

tatanan ekosistem termasuk dalam mengambil kebijakan yang

berkaitan dengan alam. Segala sesuatu di alam semesta ini hanya

akan mendapat nilai dan perhatian sejauh dapat menunjang

kepentingan manusia. Manusia memposisikan dirinya sebagai

subyek, sedangkan alam hanya dilihat sebagai obyek, alat dan

sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia yang

tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.28

28 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara, 2010), hlm. 47.



20

Seiring berjalannya waktu, pandangan antroposentrisme

mendapat pertentangan dari banyak pihak. Manusia merupakan

bagian dari lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena

segala pemenuhan kebutuhan manusia (dalam hal ini adalah

pembangunan) harus diimbangi dengan tindakan-tindakan yang

tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Upaya-upaya

untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan demi

melestarikan lingkungan hidup pun akhirnya dilakukan, salah

satunya dengan membuat kebijakan pembangunan berkelanjutan

yang tujuannya selain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

juga mempertahankan fungsi dari lingkungan hidup.

Dalam konferensi Stockholm pada tahun 1972

mengharuskan negara-negara menyusun perencanaan

pembangunan secara terkoordinasi dan terpadu dengan

pengelolaan lingkungan hidup. Hingga akhirnya muncul istilah

pembangunan berkelanjutan yang berarti pembangunan yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tidak boleh

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan

datang.29 Pembangunan berkelanjutan memuat tiga aspek yaitu

aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dan lima

29Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif
Holistik-Ekologis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 6-7.
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prinsip yang harus disertakan dalam pelaksanaannya. Kelima

prinsip tersebut yaitu:30

a. prinsip keadilan antar generasi
b. prinsip keadilan dalam satu generasi
c. prinsip pencegahan dini
d. prinsip perlindungan keragaman hayati
e. prinsip internalisasi biaya lingkungan

Selain 5 prinsip tersebut, ada lagi 3 prinsip utama

pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi untuk menjamin

tiga aspek pembangunan terpenuhi. Ketiga prinsip utama tersbut

adalah sebagai berikut:31

1. Prinsip demokrasi. Pembangunan merupakan agenda

utama rakyat untuk mengimplementasikan aspirasi

dan kehendak rakyat demi kepentingan rakyat. Untuk

itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam

merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah

sebagai pelaksana agenda pembangunan harus

menjamin bahwa agenda dan kebijakan pembangunan

benar-benar dari, oleh, dan untuk rakyat.

2. Prinsip keadilan

3. Prinsip keberlanjutan

30 Ibid., hlm.8-9.

31 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara, 2010), hlm. 200-208.
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Konsep pembangunan berkelanjutan ini diharapkan

mampu menekan angka kerusakan lingkungan yang terjadi di

Indonesia maupun di dunia. Melalui pembangunan yang

berkelanjutan, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat

tetap tercapai tanpa merusak keberadaan lingkungan hidup.

3. Maqashid Asy-Syari’ah (Tujuan Hukum Islam)

Maqashid asy-syari’ah atau tujuan hukum Islam adalah

konsep tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia baik rohani

maupun jasmani dengan cara memenuhi kebutuhan dharuriat

(primer) dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat (sekunder) dan

tahsiniat (tersier).32 Maqashid asy-syari’ah terdiri dari 5

komponen yang semuanya merupakan kebutuhan primer yang

apabila tidak dijaga maka akan menimbulkan kerusakan pada

kehidupan dunia. Lima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hifdz ad-din (pemeliharaan agama)
b. Hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa)
c. Hifdz al-‘aql (pemeliharaan akal)
d. Hifdz an-nasb (pemeliharaan keturunan)
e. Hifdz al-maal (pemeliharaan harta)33

32 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Maqashid Asy-Syariah
(Tujuan Hukum Islam), http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-
asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html, diakses tanggal 28 Juli 2017.

33 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Maqashid Asy-Syariah
(Tujuan Hukum Islam), http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-
asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html, diakses tanggal 28 Juli 2017.
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Lima komponen tersebut juga biasa disebut lima

kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan

umat manusia.34 Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi menjelaskan

bahwa lima kemaslahatan dasar itu berarti melaksanakan rukun-

rukun dan kaidah-kaidahnya serta menjaga ketimpangan dalam

pelaksanaannya. Dalam melaksanakan rukun-rukun atau aturan

kita harus tau bagaimana menjaganya dari hal-hal negatif yang

dapat merusak kelima komponen dasar tersebut.35

Dalam hal pemeliharaan lingkungan, dapat diambil

kesimpulan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga

lima komponen dasar kemaslahatan tersebut. Yang itu berarti

merusak lingkungan sama saja dengan merusak pola kehidupan

yang ada di dunia karena lima komponen tersebut tidaklah berdisi

sendiri namun saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Ali Yafie, lima komponen tersebut perlu

ditambahkan satu komponen lagi, yaitu: hifdz al-bi’ah

(pemeliharaan lingkungan). Pemeliharaan lingkungan menjadi

penting karena dengan rusaknya lingkungan maka akan

membahayakan lima komponen dasar sebelumnya.36 Jadi bisa

34 Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, alih bahasa
Abdullah Hakam Shah, dkk., cet. ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,
2002), hlm. 59.

35 Ibid., hlm. 63.

36 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta Selatan: Ufuk
Press, 2006), hlm. 223.
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diartikan bahwa lima komponen dasar maqashid asy-syari’ah

bergantung pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu dalam

menentukan kebijakan sudah sewajarnya harus

mempertimbangkan komponen-komponen dasar tersebut.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-

keinginan hukum ini dirumuskan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan yang pada prosesnya, penegakan hukum

juga menjangkau terkait pembuatan hukum. Pembuatan hukum

akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.37

Untuk melihat efektivitas dari penegakan hukum, faktor-faktor

penegakan hukum harus saling berkaitan erat demi menciptakan

penegakan hukum yang dicita-citakan. Faktor-faktor tersebut

adalah sebagai berikut:38

a. Hukum (peraturan perundang-undangan)
b. Penegak hukum, yaitu pihak yang membuat dan

menerapkan hukum
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum
d. Masyarakat di mana hukum itu diterapkan
e. Kebudayaan

37 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis,
cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.24.

38 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.
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Selanjutnya adalah ciri-ciri yang sebaiknya ada pada

penegakan hukum untuk pembangunan adalah sebagai berikut: 39

a. Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-
tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait
kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat,
seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.

b. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu
badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-
perubahan.

Dalam melakukan penegakan hukum, konsep keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial tidak boleh

ditinggalkan.40 Undang-undang dan peraturan lainnya yang

berfungsi sebagai acuan penegakan hukum harus dibuat dan

diterapkan sesuai dengan tiga prinsip di atas. Hal ini karena

kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai

kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai

kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.41

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di

39 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis,
cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 140-141

40 Ibid., hlm. 12.

41 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis,
cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii
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wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merasakan secara langsung

dampak alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu

menjadi hutan produksi. Penelitian dilakukan kepada pemerintah

dan masyarakat. Untuk memperkuat keakuratan data, penelitian

juga dilakukan kepada akademisi di bidang manajemen bencana

serta organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Penelitian

lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat

terkait masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang

masalah sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian

yang mendeskripsikan objek penelitian secara jelas yang

kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-

sosiologis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat

keadaan nyata dan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan

Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung dengan maksud untuk

menemukan fakta-fakta yang kemudian akan dianalisis

menggunakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

sebagai penyelesaian masalah. Peraturan perundang-undangan

yang digunakan merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan

kehutanan.
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4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah

sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

peraturan terkait pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan

produksi tetap dan data-data yang didapatkan setelah penelitian

lapangan yaitu berupa gambar, hasil wawancara, dan dokumen-

dokumen terkait alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang

Pitu.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang

digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku,

perundang-undangan, skripsi, jurnal, artikel, internet, dan data-

data lain yang mendukung dari penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses ataupun

langkah-langkah yang sistematis dalam memperoleh data yang

dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik obeservasi, yaitu pengamatan secara langsung

terhadap objek yang diteliti dalam hal ini adalah kawasan Hutan

Lindung Gunung Tumpang Pitu dan kondisi lingkungan termasuk

kawasan pemukiman penduduk di sekitarnya.
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Selanjutnya pengumpulan berkas-berkas yang berkaitan

dengan alih fungsi hutan seperti dokumen aturan-aturan terkait

alih fungsi hutan dan Studi AMDAL tambang emas PT. BSI

didapatkan dari aktivis lingkungan hidup di Banyuwangi. Hal ini

dilakukan karena permohonan berkas kepada instansi-instansi

terkait tidak disetujui dengan alasan bahwa kewenangan

mengenai kehutanan dan pertambangan merupakan tugas dari

Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur. Perhutani Banyuwangi, lebih khusus yang mengelola

hutan wilayah Banyuwangi Selatan juga tidak setuju untuk

memberikan keterangan terkait alih fungsi hutan di Tumpang Pitu

tanpa persetujuan dari Perhutani Provinsi Jawa Timur.

Yang terakhir yaitu teknik wawancara dengan

menggunakan metode tanya-jawab. Dalam hal wawancara kepada

pemerintah, penyusun hanya memperoleh hasil wawancara dari

Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Untuk wawancara kepada masyarakat tidak dapat dilakukan

karena tidak memperoleh izin dari Camat Pesanggaran sehingga

data terkait kondisi masyarakat sekitar penyusun peroleh dari

pengamatan secara langsung dan dari hasil wawancara bersama

aktivis lingkungan hidup di Banyuwangi. Wawancara yang

terakhir dilakukan kepada ahli manajemen kebencanaan UPN

Veteran Yogyakarta untuk mendapatkan data terkait kondisi alam

di wilayah Gunung Tumpang Pitu dan cara pengelolaannya.

6. Analisis Data
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Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode

kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian yang dilakukan

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun

lisan dari orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini

dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun

membagi penulisan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan sebagai

pengantar untuk pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Bab ini

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum hutan lindung,

hutan produksi tetap serta alih fungsi kawasan hutan serta tata

cara dan hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum

mengeluarkan kebijakan yang nantinya akan menimbulkan

kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang keadaan dan status Hutan

Lindung Gunung Tumpang Pitu dari sebelum dibangun

perusahaan tambang hingga perusahaan tambang beroperasi.

Dalam bab ini akan berisi profil hutan dan lingkungan di wilayah
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Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, serta kebijakan

pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup di wilayah Hutan Lindung Gunung Tumpang

Pitu. Selanjutnya mengenai perubahan lingkungan dan sosial-

ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang

dirasakan warga Desa Sumberagung akibat dialihfungsikannya

hutan lindung Tumpang Pitu hingga adanya usaha pertambangan,

Bab keempat berisi tentang analisis tentang kesesuaian

dari data yang telah diperoleh dengan undang-undang yang

berlaku. Dalam analisis ini, penyusun mengacu pada teori-teori

yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab kelima berisi penutup yang memberikan kesimpulan

dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi Hutan Lindung 

Gunung Tumpang Pitu secara teknis telah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-II/2010 

tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu 

kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan tidak memenuhi 

kriteria sebagai kawasan hutan lindung seperti yang tercantum 

dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan 

Hutan Lindung. 

Namun secara substansi, alih fungsi hutan lindung ini 

tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan, contohnya dalam pasal 26 dijelaskan 

bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak boleh 

mengurangi fungsi utama dari hutan lindung tersebut. Dengan 

pengalihfungsian menjadi hutan produksi sama saja dengan 

mengurangi fungsi hutan yang sebelumnya berstatus hutan 

lindung. Selain itu, alih fungsi hutan dalam kasus ini tidak 
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mencerminkan adanya upaya pencegahan perusakan hutan. Jika 

dilihat dalam pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

dijelaskan bahwa tujuan dari pencegahan perusakan hutan ini 

untuk memperhatikan keseimbangan fungsi hutan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga 

diamanatkan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan 

fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga 

keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi 

yang akan datang. Selain dalam Perda Kabupaten Banyuwangi 

tentang RTRW tahun 2012-2032 tercantum bahwa sangat penting 

menjaga kelestarian kawasan hutan lindung yang merupakan 

kawasan resapan air dan juga perlindungan kawasan di 

bawahnya. Namun kenyataan yang terjadi dengan adanya alih 

fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu telah menyebabkan 

kerusakan tidak hanya bagi wilayah hutan itu sendiri, tapi juga 

wilayah sekitarnya dan berpotensi akan menimbulkan dampak 

yang lebih besar ketika terjadi bencana alam. 

Oleh karena itu mari kita lihat dan pahami bahwa bencana 

alam terjadi bukan semata-mata karena alam itu sendiri. Bencana 

alam terjadi karena keseimbangan ekosistem terganggu sehingga 

alam berusaha mencari keseimbangannya kembali, dan banyak 

hal yang mengganggu keseimbangan ekosistem berasal dari 

kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti 

perusakan hutan melalui kegiatan alih fungsi hutan. Perlu diingat 
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bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk 

ekologis yang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan. 

B. Saran  

1. Untuk pembuat kebijakan 

Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan harus 

lebih mempertimbangkan hal-hal apa saja yang akan 

terjadi di kemudian hari. Jangan hanya terfokus pada 

manfaat apa yang akan didapat namun juga dampak 

negatif yang akan ditimbulkan untuk negara ini. 

Dalam hal pengelolaan hutan dan sumber daya alam 

lainnya, pemerintah harus menentukan kerja sama 

yang ideal dengan pemodal sehingga tujuan 

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan jangan 

hanya terpaku dengan aturan yang bersifat formalitas 

namun mengabaikan hal-hal yang sifatnya substansial. 

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 

Fungsi Kawasan Hutan hanya berfungsi sebagai 

aturan teknis yang harus dilaksanakan untuk 

melakukan alih fungsi hutan, namun dalam prosesnya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan yang telah mengamanatkan pengelolaan 

dan perlindungan hutan terutama hutan non produksi 

untuk menjamin keberlangsungan hidup lingkungan di 
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sekitarnya harus menjadi pertimbangan utama untuk 

menentukan keputusan.  

2. Untuk ahli pertambangan 

Good mining practice harus selalu menjadi acuan ahli 

pertambangan untuk melakukan kegiatan 

pertambangan, termasuk dalam hal pertimbangan 

biaya yang akan dikeluarkan selama proses 

pertambangan. Selain itu, lokasi yang akan dijadikan 

tambang juga harus dipertimbangkan. Hal ini terkait 

dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan juga 

masyarakat di sekitar pertambangan. Pengelolaan 

sumber daya mineral seharusnya tidak boleh merusak 

sumber daya alam lainnya yang mendukung 

kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. 

3. Untuk pengusaha 

Sejatinya tujuan usaha memang menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya dengan  biaya serendah-

rendahnya. Namun dalam usaha pertambangan biaya 

yang kecil hanya akan menghasilkan dampak negatif 

yang lebih besar. Oleh karena itu, pengusaha 

sebaiknya menentukan dengan baik teknologi apa 

yang akan digunakan dan berapa biaya yang 

dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan dampak 

negatif yang sangat besar kepada lingkungan dan 

masyarakat. 
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4. Untuk ahli hukum 

Hukum yang dibuat tidak semata-mata harus ditaati 

dalam segi teknisnya saja, substansi yang terkandung 

di dalamnya juga perlu mendapatkan perhatian dalam 

menentukan pendapat hukum. Konsep keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial harus 

menjadi fokus utama dalam pembuatan dan penegakan 

hukum. 

5. Untuk masyarakat 

Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawal 

pembuatan dan penerbitan aturan-aturan karena aturan 

dari pemerintah sendiri sifatnya dianggap diketahui 

oleh semua masyarakat setelah diundangkan. Oleh 

karena itu masyarakat harus berperan aktif dalam hal 

preventif maupun represif. 
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Produksi Tetap yang Terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan
Pesanggaran, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Glenmore,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan 1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur sesuai surat Nomor 522/ 123/ 117.03/2013 tanggal 17 
Januari 2013;, 

Menetapkan 

KESA TU 

KEDUA 

KETIGA 

2. Rekomendasi Gubernur Jawa Timur sesuai surat Nomor
522.130/117.03/2013 tanggal 18 Januari 2013;

3. Pertinbangan Teknis Direktur Utama Perum Perhutani sesuai
surat Nomor 243/044.3/Can/Dir tanggal 3 Mei 2013;

4. Berita Acara Hasil Kajian Tim Terpadc_.1 tanggal 20 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN 

: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN 
FUNGSI ANTAU FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN DARI 
KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI KAWASAN HUTAN 
PRODUKSI TE1'AP YANG TERLETAK DI BAGIAN KESATUAN 
PEMANGKUAN HUTAN SUAMADE, KJ�CAMATAN PESANGGARAN, 
ABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR SELUAS ± 
1.942 (SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA) HEl{TAR. 

Mengubah fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan dari Kawasan 
Hu tan Lindung i menjadi Kawasan H utan Produksi Tetap, yang 
terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, 
Kecamatan Pesa,nggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa 
Timur seluas ± 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) 
hektar; 

Batas sementara Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Amar KESA TU, se bagaimana tergam bar pada peta 
Lampiran Keputusan ini, sedangkan batas tetapnya akan ditentukan 
setelah dilakukan penataan batas di lapangan. 

Memerintahkan Bupati Banyuwangi: 

a. untuk permohonan penggunaan kawasan hutan atas Kawasan
Hutan Lindu�.g yang berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan
Produksi Tetap, sesuai dengan tujuan permohonan perubahan
fungsi yaitu rnemantapkan clan mengoptimalkan fungsi kawasan
hutan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. membuat ...
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b. membuat sistem inormasi kepada publik tentang perubahan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar
KESA TU.

KEEMPAT Memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk 
menyelesaikan penataan batas kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalm. Amar KESA TU. 

KELI MA Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

� �ai dengan aslinya
A�KEPALA"�Q HUKUM DAN ORCrANISASI,

1 �-I / I 
�� �� 

·xusNARYA
;· 

�y
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pekerjaan Umum;

Ditetapkan di Jakarta. 
pad a tanggal 1 9 November 2013 

MENTER! KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ZULKIFLI HASAN 

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasi:onal;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

10. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
12. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
14. Gubernur Jawa Timur;
15. Bupati Banyuwangi;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi;
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.
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Gambar 16. Peta Ekoregion Jawa Timur
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Tabel / Table 3.1.1  Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan/Extent of Forest Area, Inland Water, 
Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree 

NO

PROVINSI/
 SURAT 

KEPUTUSAN/
 Kws Suaka Alam+ Kws Pelestarian Alam/   **)

Sanctuary Reserve Area+ Nature Conservation Area
Hutan 

Lindung/

Hutan 
Produksi 
Terbatas/

Hutan 
Produksi 

Tetap/

Htn Produksi 
yg dpt 

dikonversi/

JUM LAH LUAS 
DARATAN Kwsn 

HUTAN/

JUM LAH 
LUAS KWSN 
HUTAN DAN 
PERAIRAN/ Keterangan

Province Decree No. Tanggal 
Perairan/
Waters

Daratan/ Land Jumlah/ Total
Protection 

Forest

Limited 
Production  

Forest

Production 
Forest

Convertible 
Production 

Forest

Total of 
Terresterial 
Forest Area

Total of Forest 
& Water Area

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 D. I. Aceh 865/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 0,00 1.058.131,00 1.058.131,00 1.744.240,00 141.771,00 598.365,00 15.409,00 3.557.916,00 3.557.916,00 
DI SK Tidak dibedakan Konservasi 
darat dan perairan

2 Sumatera Utara 579/Menhut-II/ 2014 24 Juni 2014 - 427.008,00 427.008,00 1.206.881,00 641.769,00 704.452,00 75.684,00 3.055.794,00 3.055.794,00  

3 Sumatera Barat 35/Menhut-II/ 2013 15 Januari 2013 37.164,00 769.775,00 806.939,00 791.671,00 233.211,00 360.608,00 187.629,00 2.342.894,00 2.380.058,00  

4 Riau 878/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 - 633.420,00 633.420,00 234.015,00 1.031.600,00 2.331.891,00 1.268.767,00 5.499.693,00 5.499.693,00  

5 Kepulauan Riau 867/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 - - - - - - - 590.020,00 590.020,00 
Saat ini (bulan maret 2015) telah 
terbit SK Kawasan Provinsi Kepri 
pengganti SK.867/Menhut-II/ 2014

6 Jambi 863/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 - 685.471,00 685.471,00 179.588,00 258.285,00 963.792,00 11.399,00 2.098.535,00 2.098.535,00  

7 Bengkulu 784/Menhut-II/ 2012 27 Desember 2012 - 462.965,00 462.965,00 250.750,00 173.280,00 25.873,00 11.763,00 924.631,00 924.631,00  

8 Sumatera Selatan 866/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 48.707,00 741.918,00 790.625,00 577.327,00 208.724,00 1.713.531,00 176.694,00 3.418.194,00 3.466.901,00  

9 Kep. Bangka Belitung 798/Menhut-II/ 2012 27 Desember 2012 - 35.454,00 35.454,00 185.531,00 - 432.884,00 693,00 654.562,00 654.562,00  

10 Lampung 256/Kpts-II/ 2000 23 Agustus 2000 - 462.030,00 462.030,00 317.615,00 33.358,00 191.732,00 - 1.004.735,00 1.004.735,00 
DI SK Tidak dibedakan Konservasi 
darat dan perairan

11 DKI Jakarta 220/Kpts-II/ 2000 02 Agustus 2000 108.000,00 272,34 108.272,34 44,76 - 158,35 - 475,45 108.475,45  

12 Jawa Barat 195/Kpts-II/ 2003 04 Juli 2003 - 132.180,00 132.180,00 291.306,00 190.152,00 202.965,00 - 816.603,00 816.603,00 
DI SK Tidak dibedakan Konservasi 
darat dan perairan

13 Banten 419/Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 51.467,00 112.991,00 164.458,00 12.359,00 49.439,00 26.998,00 - 201.787,00 253.254,00 Perhitungan Secara digital 

14 Jawa Tengah 359/Menhut-II/ 2004 01 Oktober 2004 110.117,00 16.413,00 126.530,00 84.430,00 183.930,00 362.360,00 - 647.133,00 757.250,00  

15 D.I Yogyakarta 171/Kpts-II/ 2000 29 Juni 2000 - 910,34 910,34 2.057,90 - 13.851,28 - 16.819,52 16.819,52  

16 Jawa Timur  395/Menhut-II/ 2011 21 Juli 2011 3.506,00 230.126,00 233.632,00 344.742,00 - 782.772,00 - 1.357.640,00 1.361.146,00  

17 B a l i 433/Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 3.415,00 22.878,59 26.293,59 95.766,06 6.719,26 1.907,10 - 127.271,01 130.686,01  

18 N T B 598/Menhut-II/ 2009 02 Oktober 2009 11.121,00 168.044,00 179.165,00 430.485,00 286.700,00 150.609,00 - 1.035.838,00 1.046.959,00  

19 N T T
3911/Menhut-VII/
KUH/2014

14 Mei 2014 256.482,00 260.219,00 516.701,00 684.403,00 173.979,00 296.064,00 113.604,00 1.528.269,00 1.784.751,00  

20 Kalimantan Barat 733/Menhut-II/ 2014 02 September 2014 190.945,00 1.430.101,00 1.621.046,00 2.310.874,00 2.132.398,00 2.127.365,00 197.918,00 8.198.656,00 8.389.601,00  
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NO

PROVINSI/
 SURAT 

KEPUTUSAN/
 Kws Suaka Alam+ Kws Pelestarian Alam/   **)

Sanctuary Reserve Area+ Nature Conservation Area
Hutan 

Lindung/

Hutan 
Produksi 
Terbatas/

Hutan 
Produksi 

Tetap/

Htn Produksi 
yg dpt 

dikonversi/

JUM LAH LUAS 
DARATAN Kwsn 

HUTAN/

JUM LAH 
LUAS KWSN 
HUTAN DAN 
PERAIRAN/ Keterangan

Province Decree No. Tanggal 
Perairan/
Waters

Daratan/ Land Jumlah/ Total
Protection 

Forest

Limited 
Production  

Forest

Production 
Forest

Convertible 
Production 

Forest

Total of 
Terresterial 
Forest Area

Total of Forest 
& Water Area

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 Kalimantan Tengah 529/Menhut-II/ 2012 25 September 2012 22.542,00 1.608.286,00 1.630.828,00 1.346.066,00 3.317.461,00 3.881.817,00 2.543.535,00 12.697.165,00 12.719.707,00  

22
Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara

718/Menhut-II/ 2014 29 Agustus 2014 0,00 1.704.666,00 1.704.666,00 2.848.243,00 5.045.879,00 4.077.346,00 - 13.855.833,00 13.855.833,00  

23 Kalimantan Selatan 435/Menhut-II/ 2009 23 Juli 2009 - 213.285,00 213.285,00 526.425,00 126.660,00 762.188,00 151.424,00 1.779.982,00 1.779.982,00  

24 Sulawesi Utara 734/Menhut-II/ 2014 02 September 2014 69.800,00 245.165,00 314.965,00 161.784,00 208.927,00 64.367,00 14.696,00 694.939,00 764.739,00  

25 Gorontalo 325/Menhut-II/ 2010 25 Mei 2010 - 196.653,00 196.653,00 204.608,00 251.097,00 89.879,00 82.431,00 824.668,00 824.668,00  

26 Sulawesi Tengah 869/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 - 648.374,00 988.493,00 1.276.087,00 1.390.971,00 401.814,00 217.322,00 3.934.568,00 4.274.687,00  

27 Sulawesi Tenggara 465/Menhut-II/ 2011 09 Agustus 2011 1.504.160,00 282.924,00 1.787.084,00 1.081.489,00 466.854,00 401.581,00 93.571,00 2.326.419,00 3.830.579,00  

28 Sulawesi Selatan 434/Menhut-II/ 2009 23 Juli 2009 606.804,00 244.463,00 851.267,00 1.232.683,00 494.846,00 124.024,00 22.976,00 2.118.992,00 2.725.796,00  

29 Sulawesi Barat 862/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 - 215.190,00 215.190,00 452.030,00 330.700,00 71.859,00 22.597,00 1.092.376,00 1.092.376,00  

30 Maluku 854/Menhut-II/ 2014 29 September 2014 9.208,00 420.330,00 429.538,00 627.256,00 894.258,00 643.699,00 1.324.866,00 3.910.409,00 3.919.617,00  

31 Maluku Utara 302/Menhut-II/ 2013 01 Mei 2013 - 218.499,00 218.499,00 584.058,00 666.851,00 481.730,00 564.082,00 2.515.220,00 2.515.220,00  

32 Papua 782/Menhut-II/ 2012 27 Desember 2012 1.019.017,00 6.736.267,00 7.755.284,00 7.815.283,00 5.961.240,00 4.739.327,00 4.116.365,00 29.368.482,00 30.387.499,00  

33 Papua Barat 783/Menhut-II/ 2014 22 September 2014 928.350,00 1.711.908,00 2.640.258,00 1.631.589,00 1.778.480,00 2.188.160,00 1.474.650,00 8.784.787,00 9.713.137,00  

JUM LAH - - 5.320.924,00 22.113.417,27 27.434.341,27 29.637.565,72 26.844.201,26 29.265.407,73 13.120.714,00 120.981.305,98 126.302.229,98  

Sumber/ Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Panning 
Catatan :
a.   Luas Darat dan Luas darat dan Perairan masih terhitung konservasi darat atau perairan akibat tidak dibedakan luas konservasi darat dan air didalam SK
b.  Perkembangan SK Kawasan Hutan terkahir yang terbit hingga bulan Desember 2014
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